{TAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR !/ TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintalhh Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat
dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan
fungsional;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat {1) huruf
b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Jabatan  Fungsional, mengamanatkan  bahwa
penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;

bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan
efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan

birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke o

dalam jabatan fungsional;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana - RN
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perly ~
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, -~ . =
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta ;:Tata;-_" .
Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi =~

Kalimantan Barat;




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negam L

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 temtang L

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom - Provinsi - o
Kalimantan  Barat, Kalimantan - Selatan ~ dan .

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik = :

Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); -

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 '._‘ter'ataﬁ_g"

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara o
Republik Indonesia Nomor 4774); '

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentanﬁ

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia RO
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negat‘a DA AR

Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun. 20’14 tentang g
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan: Lemb&ran'_-'_'_'_-'-'; i

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);"

Undang-Undang Nomor 23 Tahun" 2014 tentang'
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negala ‘Republik - . -
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan =~
Lembaran Negara Republik Indonesia’ Nomor 5587)'1_-’3
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir_._ -

dengan Undang-Undang WNomor 11 Tahun 20200 .
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negar_a_ Republik - = e
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, = Téaﬁbéhan B B

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65’7’ 3) _
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam S
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 '
Nomor 265, Tambahan Lembaran Neﬁara Republﬂ«:

Indonesia Nomor 6291);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentancr S
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Repubh}:{'_.-“f:: "
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan .
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu.nIQO'M 'teiﬁtaﬁg SR
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2007'. 30 o
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Repubhk'- o R _
Indonesia Tahun 2014 Nomor - 76, Tambahan S

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);




10.

11.

12.

13.

14.
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negai"a
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam: - -

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525) '

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

b

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 =

tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentah’g |
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomeor 8, Tambahan = -

lLembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor

6) sebagaimana telah diubah beberapa kali .dan. .

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuian

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat i
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah -

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SER’I‘A' | -
TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemeriﬁtahan _éiéh :
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 'Republik Indonesia s

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Neﬁara Repubhk':'f 3
Indonesia Tahun 1945, : '

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur- 'péﬁyélenggara:"'

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan’ pemeuntahan SRR B

vang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. L
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kahmaﬂtan ‘Barat- yang' :
selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemenmahan SRS R

di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan I{earmpan Prownsi.
Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana l{egiata:ri teknis opéra'siohai SR

dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perpuutakaan dan-
Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. -

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN ada,lah profesz bagi_ 5
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan per janjian’ ker_*;a yangi_-__'.“-_- F Rl

bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya d;sebut Pegawai ASN'j S
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan- pexjanﬁaﬁ:ﬁ:_'- S
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas. - e
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 1amnya dan AL

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjuinya disingkat PNS adalah Warga negara_':- _ '- Joid
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai- Pegawai ASN i R
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untv.k 1nenduduk1 jabata,n S B

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berlm fungm dan-. '

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta adrmmstrasa pemermtahan -}: ) e |

dan pembangunan.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

24.

25.

26,

27.
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Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabataﬁ o

Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan _.
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada"
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pgjabat Fungsional adalah Pegawai ASN vyang menduduli Jabatan
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. -

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang

selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat -
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesua;an / Inpassmg L

pada jabatan fungsional yang setara. . :
Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis; karya cetak L

dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem: yang baku guna : i
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dam' .

rekreasi para pemustaka.

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang -diperoleh R

melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai
tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan : dan o
pelayanan perpustakaan. : '

Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu per seorangan, keiompok: ¥ -
orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasﬂltas Iayanan VN B

perpustakaan.

Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya. cetak dan atau o

karya rekam.

. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arszp e
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagal bentuk dan". e

media sesuai dengan perkembangan teknologi dan 1nformas1 “‘dan

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, penlermtahan' o s
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaaﬂ kehlc‘iupan' -
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. '

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di b1dang kearmpan-:;:j;_'.- ]
yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atsu’ ‘pendidikan dan:
pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas daﬂ tanggung gawab'_.'f.-:'_. S

melaksanakan kegiatan kearsipan,

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan "kegzatan mehputl
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelelaan arsip - cialam suatu
sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber . daya manusia,':__

prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secard langsung dalam R

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka. waltu i:ertentu

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan  oleh - penmpta arsip kax ena oo
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis 1etens1nya dan’ berketel angan ST i
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak =~
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga.- SR MR

kearsipan.

Pengelolaan arsip dinamis adalah proses penﬁendahan ars1p dmalms_'_[- S

secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penmptaan, penggunaan égm'_f'f
pemeliharaan, serta penyusutan arsip. _ -
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28. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara
efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi,

pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sxstem- S

kearsipan nasional.

29. Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanam ‘dan '
keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya. :

30. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyedlaan arsa_p bagl o

kepentingan pengguna arsip yang berhak.
BABII
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan ‘di bawah dan'.'-: '
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. .

BAB Il
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan uz"usan?"-'_ AR

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas: pembantuan di

bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundangﬂ
undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dznas 1  e

menyelenggarakan fungsi: _
a. perumusan program kerja di bidang perpustakaan dan kears;p&n

b. perumusan kebijakan di bidang deposit, konservasi, pengembaﬁgan koleks;' 2 S
dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan,
tenaga perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pelayanan =

perpustakaan, pengawasan, pembinaan dan sistem  informiasi kearszpan
serta pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip; : '

c. pelaksanaan kebijakan di bidang deposit, konservasi, pengembangeuij" SR
koleksi ~dan  pengolahan bahan perpustakaan, pengembangaﬂ-f L
perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pembudayaan kegemaran - - -
membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan, pembinaan’ dan smtem];": R

informasi kearsipan, serta pengelolaan, layanan dan pemanfaatan ars1p, .
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang deposzt konservasz- '

pengembangan  koleksi dan  pengolahan  bahan - perpustakaan,

pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan ‘dan - pembudayaan--'f =
kegemaran membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan, pembmaan’ o __
dan sistem informasi kearsipan, serta . penwelolaan, iayanari dan

pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan perundangﬂundangan
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e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang deposit, konservasi,
pengembangan  koleksi dan  pengolahan  bahan  perpustakaan,
pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pembudayaan -
kegemaran membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan, pembinaain -
dan sistem informasi kearsipan, serta pengelolaan, layanan dan
pemanfaatan arsip;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang deposit, konservasi, ..
pengembangan  koleksi dan  pengolahan  bahan  perpustakaan,
pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pembudayaan

kegemaran membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan, penibinaan

dan sistem informasi kearsipan, serta pengelolaan, Iayanan _daﬁ
pemanfaatan arsip;

g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi O

Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Gubernur di bidang perpustakan dan kearsipan sesuai ketentuan .
peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

{1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;

c. Bidang Deposit, Konservasi, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan:_:'*"
Bahan Perpustakaan;

d. Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan

Pembudayaan Kegemaran Membaca;

Bidang Pelayanan Perpustakaan; . _
Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Ke‘ars'ipan;'
Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip; -
Unit Pelaksana Teknis; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

oo

{2} Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran’ yang ¥ '.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1.) .' 'hnruf | e‘:.L.}

mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina; =
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaperkan kegiatan- .
Dinas di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai ke‘tentuan peraturan. -

perundang-undangan. % S ——




Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam . Pasal 6 Kepala-

-8

Pasal 7

Dinas mempunyai fungsi :

a.

penetapan program kerja di bidang deposit, konservasi, pengembangan'_:f o

koleksi dan  pengolahan  bahan  perpustakaan, . pengembaﬂgan:

perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pembudayaan : kegemaran-_ﬁ :'_:_
membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan, pembmaaﬁ ‘dan’ sistem .

informasi kearsipan, serta pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip; SRS

perumusan kebijakan di bidang deposit, konservasi, pengembangan koiekéx
dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpus’cakaan,l o

tenaga perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, peiayanan .-
perpustakaan, pengawasan, pembinaan dan Slstem 111f0rmas1 kearsrtpan D

serta pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip;

penyelenggaraan kegiatan di bidang deposit, lionserva31 pengem‘baﬁgaﬁﬂ ':

koleksi ~dan  pengolahan  bahan perpustakaan, pengembangan i o

perpustakaan, tenaga perpustakaan dan - pembudayaan kegemawn_”"

membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan, pembmaan dan mstem'ﬁ" g 5
informasi kearsipan, serta perngelolaan, layanan dan pemanfaatan ar81p R ke

sesuai ketentuan peraturan peruradang undangan

pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di- bzdang deposﬁ: konservam
pengembangan  koleksi dan  pengolahan  bahan - pezpustakaaﬂ e e ]
pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaam dan pembudayaan- Sy

kegemaran membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan pembmaa:n L

dan sistem informasi kearszpan serta pengelolaan Iayanan dan':i g e

pemanfaatan arsip;

pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bldang deposfc l{onserva31,-:;-‘_'{__;_

pengembangan  koleksi dan  pengolahan = bahan perpustakaam S I
pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan dan’ pembudayaan_} g
kegemaran membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan, pembmaan

dan sistem informasi kearsipan, serta- pengelola&n, 1ayanan dan_ ::Q.:__'-"

pemanfaatan arsip;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung51 ch hngkungan Dmas T
pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasz bzrokras:t, oL

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanaﬂ':fﬁ:j- '_ -

publik di lingkungan Dinas;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan keglatan di_--' 3 e
bidang deposit, konservasi, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan :-.'_Z 3 2
perpustakaan, pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan dan
pembudayaan kegemaran © meémbaca, pelayanan perpustakaan ey
pengawasan, pembinaan dan sistem - informasi . kearsman, : ser‘ta:_ S

pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip;

pemberian saran dan pertlmbangan kepada Gubernm bezkenaarl dengané_ﬁ:'.

perumusan kebijakan di bidang deposit, konservasi, pengembangan koleksi R

dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan - -
tenaga perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca pelayanan'-:_' B
perpustakaan, pengawasan, pembinaan- dan’sistem’ mfomasa kearsman Sl

serta pengelolaan, layanan daﬁ pemanfaata;n arsip; dan

i H R % P
1 Y DopEEANGA T B REAT b e ST A -
i s { POARIETEN G SRR
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j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pefpustékééﬁ-
dan kearsipan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin =
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepat_:ia_ o

Kepala Dinas.

Pasal O

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di -

bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan

dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegxatan" S
pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. _

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat -
mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana ketja -
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

¢. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, momtormg dan_ .
evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset; ' -

d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana’ kerja, T

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di-
lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundangmndangaﬁ, '

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang 1encana kerja -

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset div
lingkungan Dinas; :

f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di 111‘1g1<;ur1gan"'_. : =

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Slstém Akuntabzhtas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di 111‘1gkungan- o
Dinas; o 3 P

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di- lzngkungan o
sekretariat; -

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas 'berkenaan '
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

J. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan_.'_

tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang dzserahkem oieh”':. S

Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang unda,ngan

1 H '! E
Dowaen R T e
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Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagian
Umum dan Aparatur.
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang
umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
umum dan aparatur di lingkungan Dinas;

c. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat; :

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
umum dan aparatur;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Umum dan Aparatur;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap =

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan -
oleh sekretaris. '

Bagian Kelima
Bidang Deposit, Konservasi, Pengembangan Koleksi
dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 14

Bidang Deposit, Konservasi, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan
Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.
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Pasal 15

Bidang Deposit, Konservasi, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan -
Perpustakaan mempunyai fugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang deposit, konservasi, pengembangan koleksi dan
pengolahan bahan perpustakaan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang deposit, konservasi,
pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang .
Deposit, Konservasi, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan
Perpustakaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Deposit, Konservasi, Peﬁgembangaﬂ”_' :

Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang 'de'posit,'
konservasi, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang deposit, konservasi, -~

pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan sesuai .
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dz bidang :

deposit, konservasi, pengembangan koleksi dan pengolahan . bahan

perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang deposﬂ: L S
konservasi, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan, T '

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi - di

bidang deposit, konservasi, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan o

perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan _
g. pemberian saran dan pertlmbangaﬂ kepada Kepala Dinas bezkenaan"?

dengan tugas dan fungsi di bidang deposit, konservasi, pengembangan’_f; 1

koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan .3:. B e
tugas di bidang deposit, konservasi, pengembangan  koleksi dan - -

pengolahan bahan perpustakaan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di- bldang._;i.f__"-'f R
deposit, konservasi, pengembangan koleksi dan pengolahan - bahanj'_-

perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam .
Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan
dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 17

Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan_'PémbﬁdQYa'mi-'-"_'-_"- .
Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf.d, =~ o
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 18

Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan,
pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan dan
pembudayaan kegemaran membaca serta bertanggungjawab memimpin
seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan
perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang
Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga _
Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaai

dan pengembangan perpustakaan, pembinaan dan pengembangan tenaga B |

perpustakaan, pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca; -~
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembiiiaéh dan

pengembangan perpustakaan termasuk perpustakaan  pada Satuan -

Pendidikan  Menengah, pembinaan dan pengembangan - tenaga

perpustakaan termasuk tenaga perpustakaan pada Satuan . Pend1c11kan._i_f_.,_ e

Menengah, pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah d1 'bic_f{ang-
pembinaan dan pengembangan perpustakaan, pembinaan dan

pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan dan pembudayaanﬂ S

kegemaran membaca sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di* bldangf

pembinaan dan pengembangan perpustakaan, pembmaan “dan

pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan dan pembudayaan-_. R

kegernaran membaca,;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fu1’1g51 di

bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan, pembinaan dan

pengembangan tenaga perpustakaan pengembangan dan’ pembudayaan |

kegemaran membaca sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan - :
dengan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengembangan

perpustakaan, pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaaﬁ
pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap peiaksanaaﬁ" -
tugas di bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan;. pembmaan[
dan  pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan dan
pembudayaan kegemaran membaca; dan '

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bldang._
pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan . dan pembudayaan o
kegemaran membaca sesuai ketentuan peraturan perundang—undaﬂgan

1

g ;
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Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan Perpustakaan

Pasal 20
Bidang Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) |

huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di’ bawah da,n-;
bertanggungjawab kepada Kepala Dlnas -

Pasal 21

Bidang Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkﬁaﬁi ‘bahan dan '

merumuskan kebijakan teknis di bidang layanan perpustakaan, thOmaSi 'd'ém S
teknologi informasi, alih media, serta bertanggungjawab .merﬁimp'in*fselurﬁh (SRR PR

kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelﬁyanan-perpuétékaian.

Pazal 22

Untuk melaksanakan tugas sebaga;mana dimaksud dalam Pasal 21 Bldang;_ﬁ'_

Pelayanan Perpustakaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Perpustakaan; _:

b. penylapan bahan dan perumusan kebijakan teknis- di bidang Iayaﬂaﬁ e

perpustakaan, otomasi dan teknologi informasi, serta ahh medza,

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Iayanan pelpustakaan,
otomasi dan teknologi informasi, serta alih media - sesuai. _ke'tentuan_ SR

peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemermtah daerah di bldang -_:'Z::_' :
layanan perpustakaan, otomasi dan teknologi informasi, Serta ahh medza- IR

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fung51 di bzdang }ayanan-  - . B

perpustakaan, otomasi dan teknologi informasi, serta ahh media;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas- daﬁ fungs;l diz'-_ S

bidang layanan perpustakaan, otomasi dan teknologi mformasz serta ahh-'_ g
media sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas belkenaaﬂ_'i; - . 3
dengan tugas dan fungsi di bidang layanan perpustakaan o'tomasa da:q e

teknologi informasi, serta alih media;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan*; UCIN RN

tugas di bidang layanan perpustakaan, otomasi dan telmofiogl 1nforrna31,
serta alih media; dan )

L. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dmas dz bzdang-__:- :

pelayanan perpustakaan sesuai ketentuan pel.a’curan perundang—_-
undangan. o L
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Bagian Kedelapan
Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Kearsipan

Pasal 23

Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf {f, dipimpin oleh seorang Kepala Bldang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Kearsipan mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang
pengawasan kearsipan, pembinaan kearsipan dan sistern informasi kearsipan
serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan . dan
administrasi di bidang pengawasan, pembinaan dan sistem informasi

kearsipan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang
Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Kearsipan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem
Informasi Kearsipan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan-

kearsipan, pembinaan kearsipan dan sistem informasi kearsipan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan kearsipan, - _
pembinaan kearsipan dan sistem informasi kearsipan sesuai kétentuan -
peraturan perundang-undangan,;

d. pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang'_

pengawasan kearsipan, pembinaan Kkearsipan dan sistem  informasi

kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; _
e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang -

pengawasan kearsipan, pembinaan kearsipan dan sistem’ mformas:i e

kearsipan;

f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi d1 -

bidang pengawasan kearsipan, pembinaan kearsipan dan sistem informasi

kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan kearsipan, pembmaan '
kearsipan dan sistem informasi kearsipan; :

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas di bidang pengawasan kearsipan, pembinaan kearsipan dan sistem -
informasi kearsipan; dan o

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di 3bidé£1‘1g.
pengawasan, pembinaan dan sistem informasi kearsipan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kesembilan
Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Pasal 26

Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, layanan dan pemanfaatan arsip serta
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
bidang pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang
Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan
Arsip;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengeiol_aah S

arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, serta layanan dan pemanfaatan -
arsip;
c. penyelenggaraan wurusan pemerintahan di bidang pengelolaan arsip

dinamis, pengelolaan arsip statis, serta layanan dan pemanfaatan arsip
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang

pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, serta layanan dan
pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang. |

pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, serta layanan dan =

pemanfaatan arsip; '

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, serta layanan
dan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan
arsip statis, serta layanan dan pemanfaatan arsip;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan -

tugas dan fungsi di bidang pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip . -

statis, serta layanan dan pemanfaatan arsip; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 30

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf i, yang diangkat berdasarkan penyetaraan Jabatan %
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan
pelayanan teknis fungsional.

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan =~

sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat .(1)'

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada -

Pejabat Administrator.

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan _pén'ye*taraan .
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke  dalam Jabatan -

Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub - Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang

dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang =

ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator - Jabat’ah o

Fungsional.

{5} Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta

pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok" -

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ‘“ketentuan -
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat _melé}ui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bezta’ngg’u;ng jawab

secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,; ?ejabat |
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkmtem dengan

pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya - sesual ”
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada _aya{ (1)

memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional vang berdasarkan =

keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan pez*undang—
undangan. _

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan -
peraturan perundang-undangan,

Pasal 33

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dllantlk S

kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan' -

diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang: didudukl'- |

sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan  per aturan -

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan - Penyetaraan.
Jabatan.

(2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki di’s'etérakéﬁ._":__:._.'
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya ‘sampai = -

dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan..

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaamana dlmaksud'-. ey
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan -

Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan . perundang-
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut. - .

BAB 1V
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN |

yvang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan - pemndang«f

undangan.

{2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat darl Pegawa: ASN : ' E
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan per aturan perundang— _ =

undangan.

{(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatﬂ{an syalat S
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan per undang—undangan o

{(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa 3abatan bagli;

Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan I{etenman L e

peraturan perundang-undangan.

v
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(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai
penyederhanaan birokrasi berlaku.

(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. _

(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana’
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima -
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat -
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit,
yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan
pengembangan profesi.

BABYV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 36

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, meng‘awész .
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepad:a. '
bawahannya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi '_cia'n Péjaijat o
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan =
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah o

lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsz pengawasan
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang dlpellukan co
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang— -
undangan. '

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 37
{1} Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya 'da'n

memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah :
perihal kebijakan yang d;tetapi{an

H




(2)
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Kepala Dinas wajib menyampazkan Lapora;m Kmer}a k:epada Gubemur_'

melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang dlsusun sesuaiz-- SO

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib- 1_ilema’tL1hi 5 kebijak.ari. yéﬁig‘ o

ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tﬁg’as serta

memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan- masmg— -

masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari .bé;ﬁ'fahari' dan L
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan 1ap0ran daiam memberlkan'.f_ﬂ" R
saran pertimbangan kepada Kepala _Dmas melalui - Sekretarls Uuna R

dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentraizsasz dlbebankan pada{;-'__':-;__'-_.'5-_: _-:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas Iainl";ya"'_"i_-.';.-f

bersumber pada Anggaran Pendapatan daﬁ Belanja Nevara

BAB VI B
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di hngkungan Dmas dltetapkan oleh : L

Gubernur sesuai ketentuan peraturan perunciang»umdangan

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggung}awa d1 bzdanw:-f{_ﬂi_”:_
organisasi memberikan asistensi -dan fasilitasi- terhadap penataanf*f-iﬂ--

organisasi Dinas sesuai ketentuaﬁ peraturan pemndang—umdangan

Kepala Dinas wajib memberikan dukungan'dan ker_]a sama dalam keglatan-;';ﬁ;"-"-:_ B
pembinaan dan pengendalian orgamsas1 Dinas: sesuaa ketentuan peratman_-}'__f i

perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsznya, agar seh,uuh PE’J&ba‘t:.._-::.__’:"'-_:_:f;_..'_f
Administrasi dan Pejabat I“uﬁgsmnai berpedoman pacia ketenman_' L

peraturan perundang-undangan.-
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai. ASN yaj-;'cr-__;
melaksanakan tugas pada Dinas tetap melaksanakan tugasnya sepan]ang PR

belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawalan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gub'erﬁur'Noiﬂor' L

113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsz" :_

serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kahmantan Barai R
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 13) sebagannana*_f S -
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan’ Gubez nur Nomor 93- EERE
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gu’bernur Nomor 3
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsn_ serta" S
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi- Kahmantan Barat

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 94) dicabut _da_n
dinyvatakan tidak berlaku. o R

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ﬁiundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunéangaﬁ Peratu.ran - S
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Benta Daerah Provmsl L

Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontlanak S
pada tanggal * i \

{, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT @

SUTARMIDJI
Diundangkan c}l Pontlanak '
pada tanggal U i
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

-

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR =~~~
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